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TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

 
Target  4:  Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan 

dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang 
pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. 

 
 
Keadaan dan Kecenderungan 
 
Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, 
terutama di bidang pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan semakin 
membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek aksara penduduk perempuan 
terhadap penduduk laki-laki. Keberhasilan lainnya adalah meningkatnya kontribusi 
perempuan dalam sektor non-pertanian, dan meningkatnya partisipasi perempuan di bidang 
politik dan lembaga legislatif. Namun demikian, beberapa masalah masih dihadapi di masa 
mendatang, seperti: rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak 
kekerasan terhadap perempuan; banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
bias gender, dan/atau diskriminatif terhadap perempuan; dan lemahnya kelembagaan dan 
jaringan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat kabupaten/kota.  
 
Akses pada jenjang pendidikan dasar. Secara 
keseluruhan, Indonesia telah mencapai kemajuan 
yang berarti dalam mencapai kesetaraan gender di 
bidang pendidikan (Gambar 3.1). Untuk jenjang 
SD/MI rasio Angka Partisipasi Murni (APM) 
perempuan terhadap laki-laki selalu di sekitar 
angka 100. Namun demikian rasio APM 
perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang 
SMP/MTs sejak tahun 1994 selalu lebih dari 100 
persen, dan pada tahun 2004 sebesar 103,4. 
Dengan menggunakan rasio Angka Partisipasi 
Kasar (APK) perempuan terhadap laki-laki 
tampak bahwa partisipasi perempuan pada jenjang SMP/MTs lebih tinggi dibanding laki-laki 
dengan rasio sebesar 103,1 pada tahun 2003. Hal tersebut menunjukkan partisipasi penduduk 
perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Analisis lebih lanjut menemukan 
bahwa partisipasi penduduk perempuan pada kelompok miskin cenderung lebih tinggi 
dibanding penduduk laki-laki.  
 
Akses pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Rasio APM perempuan 
terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan fluktuasi yang cukup 
besar dari 95,2 pada tahun 1994 menjadi 103,7 pada tahun 2000 dan menjadi 98,7 pada tahun 
2004.  Peningkatan yang tajam pada tahun 1998-2000 diduga karena pengaruh menurunnya 
taraf ekonomi masyarakat yang menyebabkan banyaknya anak laki-laki yang putus sekolah 
karena harus bekerja. Di tingkat perguruan tinggi, rasio angka partisipasi perempuan terhadap 
laki-laki meningkat dari 85,1 persen pada tahun 1992 menjadi 94,3 persen pada tahun 2003, 
dan sedikit menurun menjadi 93,2 persen pada tahun 2004. Meskipun rasio APM tersebut 
cukup tinggi, jika dilihat nilai absolutnya tampak bahwa partisipasi pada jenjang pendidikan 

Gambar 3.1. Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki 
menurut Jenjang Pendidikan
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menengah dan pendidikan tinggi masih sangat rendah baik untuk laki-laki maupun 
perempuan. Pada tahun 2004 APM jenjang pendidikan menengah mencapai 43,0 persen dan 
APM jenjang pendidikan tinggi sebesar 8,6 persen. Sementara itu, APK jenjang pendidikan 
menengah mencapai 54,4 persen dan APK jenjang pendidikan tinggi mencapai 10,8 persen. 
Faktor yang menghambat diantaranya adalah aksesibilitas yang masih terbatas, seperti jumlah 
sekolah dan perguruan tinggi yang terbatas dan jarak tempuh yang jauh sehingga membatasi 
anak untuk bersekolah. Perkawinan dini juga diduga menjadi sebab perempuan tidak 
melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.  
 
Keragaman antarkelompok pengeluaran keluarga. Hipotesis bahwa semakin rendah tingkat 
pengeluaran keluarga semakin rendah pula rasio partisipasi penduduk perempuan terhadap 
laki-laki tidak tampak pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Susenas 2004 mengungkapkan 
bahwa APM penduduk perempuan pada kelompok miskin (kuantil 1 atau 20 persen terbawah 
dari tingkat pengeluaran keluarga) sama atau sedikit lebih tinggi dibanding penduduk laki-
laki. Hal ini diduga karena faktor kemiskinan menyebabkan anak laki-laki secara budaya 
harus bekerja. Kondisi tersebut berbeda pada kelompok 20 persen terkaya (kuantil 5) dengan 
angka partisipasi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan pada semua 
jenjang pendidikan. Analisis terhadap APK menunjukkan kecenderungan yang sama pula. 
Namun apabila angka partisipasi pendidikan antara penduduk kaya dan penduduk miskin 
dibandingkan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi penduduk miskin jauh tertinggal 
dibanding penduduk kaya terutama pada jenjang SMP/MTs ke atas baik pada penduduk laki-
laki maupun penduduk perempuan. 
 
Keragaman antara perkotaan dan 
perdesaan. Tidak terdapat perbedaan rasio 
APM dan APK antara perkotaan dan 
perdesaan di jenjang sekolah dasar dan 
sekolah lanjutan pertama. Namun  demikian 
kesenjangan partisipasi pendidikan menengah 
di daerah perdesaan lebih rendah dibanding 
kesenjangan di daerah perkotaan dengan rasio 
APM perempuan terhadap laki-laki sebesar 
97,8 untuk wilayah perdesaan dan 96,4 untuk 
wilayah perkotaan (Gambar 3.2). 
 
Pandangan bias gender. Gejala pemisahan gender (gender segregation) dalam jurusan atau 
program studi sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela (voluntarily 
discrimination) ke dalam bidang keahlian masih banyak ditemukan. Pemilihan jurusan-
jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak 
laki-laki diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih 
banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, tehnologi dan industri. Penjurusan pada 
pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi menunjukkan masih terdapat stereotipi 
dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola 
persaingan sehat menurut gender. Sebagai contoh, bidang ilmu sosial pada umumnya 
didominasi siswa perempuan, sementara bidang ilmu teknis umumnya didominasi siswa laki-
laki. Pada tahun ajaran 2000/2001, persentase siswa perempuan yang bersekolah di SMK 
program studi teknologi industri baru mencapai 18,5 persen, program studi pertanian dan 
kehutanan  29,7 persen, sementara untuk bidang studi bisnis dan manajemen  64,6 persen. 
 
Tingkat keaksaraan penduduk. Terjadinya perbaikan tingkat kemampuan keaksaraan 

Gambar 3.2. Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki 
menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Daerah
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penduduk yang diukur dengan angka melek aksara, menunjukkan adanya peningkatan tingkat  
melek aksara penduduk usia 15-24 tahun ke atas yaitu dari 96,2 persen pada 1990 menjadi 
98,7 persen pada tahun 2004 (Gambar 3.3). Kesenjangan tingkat melek aksara laki-laki dan 
perempuan juga semakin kecil, yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio angka melek 
aksara penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki usia 15-24 tahun dari 97,9 persen 
pada tahun 1990 menjadi 99,7 persen pada tahun 2004. Apabila kelompok penduduk usia 
diperluas menjadi 15 tahun ke atas, maka tingkat kesenjangan tingkat  melek aksara 
penduduk laki-laki dan perempuan menjadi semakin lebar dengan rasio melek aksara 
perempuan terhadap laki-laki sebesar 92,3 persen. 

Gambar 3.3. Rasio Angka Melek Aksara
Perempuan terhadap Laki-laki
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Keragaman tingkat melek aksara menurut pengeluaran keluarga. Tingkat melek aksara 
penduduk perempuan naik secara berarti pada semua kelompok pengeluaran keluarga. Selain 
itu untuk kelompok usia 15-24 tahun tidak terdapat perbedaan tingkat melek aksara yang 
besar antara perempuan dan laki laki di semua kelompok. Data tahun 2004 menunjukkan 
rasio angka melek aksara perempuan terhadap laki-laki sebesar 99,2 untuk kelompok 
termiskin dan sebesar 99,9 untuk kelompok terkaya. Namun demikian jika rentang usia 
diperbesar menjadi 15 tahun ke atas, kesenjangan cukup nampak dengan rasio angka melek 
aksara perempuan terhadap laki-laki sebesar 89,1 untuk kelompok termiskin dan 96,4 untuk 
kelompok terkaya. 
 
Keragaman tingkat melek aksara antara perkotaan dan perdesaan.  Secara umum dapat 
disimpulkan bahwa tingkat melek aksara penduduk usia 15-24 tahun di perdesaan tidak 
memiliki perbedaan yang signifikan dibanding penduduk perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh 
angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun yang hanya sedikit lebih tinggi di perkotaan 
dibanding perdesaan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Apabila kisaran usia diperlebar 
menjadi 15 tahun ke atas, tampak bahwa pada tahun 2004 kesenjangan tingkat melek aksara 
penduduk laki-laki dan perempuan di perdesaan (rasio 90,1) lebih besar dibanding penduduk 
perkotaan (rasio 94,9). 
 
Keragaman tingkat melek aksara antarprovinsi. Tingkat keaksaraan penduduk usia 15-24 
tahun pada tahun 2003 masih beragam antarprovinsi dengan kisaran angka melek aksara 
antara 94,2 persen sampai dengan 99,8 persen dengan rata-rata sebesar 98,6 persen. Rasio 
angka melek aksara perempuan terhadap laki-laki secara rata-rata pada tahun 2003 sudah 
mencapai 100, namun demikian jika dipilah menurut provinsi kesenjangan masih nampak 
besar dengan kisaran rasio antara 89,6 (Papua) sampai dengan 103,1 (Gorontalo). Apabila 
kisaran usia diperluas menjadi 15 tahun keatas, maka perbedaan antarprovinsi menjadi lebih 
nyata dengan rentang rasio melek aksara perempuan terhadap laki-laki antara 83,2 (NTB) dan 
99,9 (Sulawesi Utara). 
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Kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. 
Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2004, angka Human Development index 
(HDI), angka Gender-related Development Index (GDI) dan angka Gender Empowerment 
Measurement (GEM) masing-masing adalah 65,8, 59,2 dan 54,6. Tingginya angka HDI 
dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumber 
daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan 
pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender. Sementara itu, rendahnya 
angka GEM menunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah di 
bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Angka GDI Indonesia tersebut 
menempati peringkat ke-90, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara 
ASEAN. Selanjutnya, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2004 
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif 
rendah yaitu 49,2 persen, dibandingkan dengan laki-laki 86,0 persen. Kontribusi penduduk 
perempuan dalam pekerjaan upahan (wage employment) di sektor non-pertanian juga masih 
rendah yaitu 28,3 persen pada tahun 2002.  
 
Partisipasi perempuan di sektor publik. Data yang ada menunjukkan bahwa status 
ketenagakerjaan perempuan di Indonesia, khususnya di sektor publik, belum memuaskan. 
Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga-lembaga eksekutif, 
legislatif, dan judikatif belum cukup penting untuk bisa mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan secara keseluruhan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum mengamanatkan aksi afirmasi yaitu 30 persen kuota untuk perempuan 
dalam partai politik, namun keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih rendah. 
Pada periode 1992-1997, proporsi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah 
12,0 persen, sedangkan pada periode 1999-2004 adalah 9,9 persen, dan pada periode 2004-
2009 adalah 11,6 persen. keterwakilan perempuan di DPD (yang dibentuk pada tahun 2004) 
juga masih rendah yaitu 19,8 persen. Pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang menjabat 
sebagai Eselon I, II, dan III masih rendah, yaitu 12 persen. Demikian halnya peran 
perempuan di lembaga judikatif juga masih rendah, masing-masing sebesar 20 persen sebagai 
hakim, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2004. 
 
Tantangan 
 
Tantangan yang dihadapi dalam rangka menghapuskan kesenjangan gender antara lain 
adalah: meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di segala bidang pembangunan, 
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan; merevisi 
peraturan perundang-undangan yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan; 
meningkatkan kesempatan kerja dan partisipasi perempuan dalam pembangunan politik; dan 
melaksanakan strategi pengarusutamaan gender di seluruh tahapan pembangunan dan di 
seluruh tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Di bidang pendidikan, 
tantangan yang dihadapai, antara lain yaitu: meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, 
menyediakan pelayanan pendidikan secara lebih luas dan beragam, dan menyempurnakan 
seluruh materi bahan ajar agar responsif gender. 
 
Kebijakan dan Program 
 
Pengarusutamaan gender di seluruh bidang dan kegiatan pembangunan telah ditetapkan 
sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dalam perencanaan jangka menengah dan 
tahunan. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan diarahkan 
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untuk: meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; 
meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya 
untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan; menyempurnakan perangkat hukum untuk 
melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, ekspolitasi, dan diskriminasi; dan 
memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarustamaan gender dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen 
internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. 
Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, kebijakan 
diarahkan pada penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 
penurunan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara, dan peningkatan keadilan 
dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara penduduk laki-laki 
dan perempuan.  
 
Program-program pembangunan jangka menengah dan tahunan terus dikembangkan agar 
responsif gender. Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup 
dan perlindungan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, 
ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi. Program lain yang dilakukan 
adalah memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat 
kabupaten/kota. 


